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A. Latar Belakang Masalah

Indonesia meletakkan pelayanan sebagai dasar membangun hubungan
birokrasi antara Negara dengan masyarakat yang mereka letakkan pada sistem
pemerintahan. Pelayanan sebagai jembatan tujuan bersama sudah pasti harus
mendapatkan perhatian khusus demi tercapainya cita-cita bangsa. Untuk itu
birokrasi publik dituntut untuk menjadi professional dalam menjalankan tugasnya
dan lebih bertanggung jawab, mengingat pelayanan publik merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi Negara yang diterjemahkan dalam sikap dan perilaku

aparat birokrasi.

Pada perkembangannya pelayanan publik menjadi bagian dari administrasi
pembangunan yang telah ada, sehingga merupakan kebutuhan kepuasan
masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini menuntut peran pemerintah sebagai
organisasi publik untuk lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat atau publik.
Dalam menjalankan peran pelayanan publik tersebut, pemerintah memiliki sebuah
alat yang disebut dengan birokrasi. Jadi untuk memperoleh pemerintahan yang
baik, maka reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan sejak
awal. Reformasi birokrasi bertujuan untuk tercapainya good governance (Tata

kelola pemerintahan yang baik).

Seiring dengan proses reformasi birokrasi yang terjadi dinegara Kita,
tuntutan masyarakat terhadap birokrasi juga semakin kuat. Birokrasi dituntun

tuntuk melayani masyarakat bukan sebaliknya. Masyarakat menuntut untuk



diterapkannya manajemen yang baik dan trasparansi. Sebagai konsekuensinya,
pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan public agar lebih
efektif, efesien,dan trasparansi untuk terwujudnya good governance.

Keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam
penciptaan good governance karena birokrasi merupakan inti dari upaya
penciptaan good governance, sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Salah satunya adalah melalui implementasi e-government.
Implementasi e-government ini diharapkan dapat membantu meningkatkan
interaksi antara pemerintah, masyarakat dan bisnis sehingga mampu mendorong
terciptanya good governance serta perkembangan politik dan ekonomi.

Untuk mencapai good governance, diperlukan transparansi dan
akuntabilitas. Transparansi diperlukan agar aksi oleh satu pihak dapat dikontrol
oleh pihak lainnya dan akuntabilitas merupakan konsekuensi yang harus ada agar
transparansi tersebut menjadi bermakna. Di dalam pola hubungan yang
transparan, masing-masing pihak dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan
pelayanan  apa yang telah diperbuat kepada masyarakat umum. Supaya
pemerintah mampu melaksanakan fungsinya dengan bercirikan good gavernance,
maka perlu diciptakan suatu kerangka birokrasi yang mengandung unsur-unsur
terciptanya suatu sistem kerjasama serta pendekatan pelayanan public yang
relevan bagi masyarakat.

Pelayanan publik adalah pemberian layanan kepada masyarakat atas
kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai alat perlengkapan Negara wajib

memberikan pemenuhan atas setiap kebutuhan masyarakat, hal ini sangat



diperlukan mengingat bahwa salah satu tujuan keberhasilan dalam sistem
pemerintahan yang dilakukan oleh para aparatur birokrasi adalah adanya kepuasan
masyarakat atas pelayanan yang mereka peroleh, ini merupakan suatu tolak ukur
keberhasilan pelayanan dalam pelaksanaan birokrasi.

Untuk itu diperlukan suatu media interaksi yang efektif, efisien, dan
ekonomis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintahannya, yang
pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal
ini dikarenakan kondisi masyarakat yang semakin hari mengalami perkembangan,
menuntut adanya perubahan seperti pemberian pelayanan yang tepat guna dan
sasaran, seperti inovasi birokrasi. Langkah-langkah inovasi menjadi salah satu
pilihan yang diambil agar setiap elemen pemerintah maupun  masyarakat
bersinergi membangun kemampuan memenangkan persaingan dan memberi
jaminan pelayanan kepada internal atau masyarakat atas tuntutan mendasar yang
terus berubah. Persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana pemerintah
mampu menciptakan suatu nilai dan moral untuk melayani bukan dilayani.

Untuk menciptakan sistem birokrasi yang efesien bukanlah suatu hal yang
mudah. Tetapi jalan pikiran yang sedang mengarah secara terencana upaya-upaya
meningkatkan kemampuan birokrasi untuk mencapai pelayananan yang baik
seperti tepat waktu, tepat sasaran, hemat biaya,serta perlakuan kepada masyarakat.

Kemampuan inovasi yang menyediakan potensi bagi munculnya inovasi
yang efektif. Dengan demikian, bagi birokrasi pemerintah maupun inovasi dari
masing-masing lembaga pemerintah lah yang sesungguhnya sangat berperan

dalam penciptaan kreatifitas dan inovasi yang berujung pada peningkatan kinerja



birokrasi pemerintah. Kemampuan inovasi birokrasi pemerintah untuk
mentrasformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan gagasan dalam berbagai
bentuk pelayanan, proses, dan sistem yang baru. E-government adalah salah satu
inovasi pemerintah dalam reformasi birokrasi.

Di Indonesia inisiatif kearah e-Government telah diperkenalkan sejak
tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika
(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat
pemerintah diarahkan untuk menggunakan teknologi telematika untuk mendukung
good governance dan mempercepat proses demokrasi. kemudian dikeluarkan
Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2003, dimana setiap Kementerian, Non
Kementerian, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya telah mengimplementasikan
dan mengembangkan e-Government. Indonesia memiliki tujuan untuk
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-
Goverment) yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik secara
efektif dan efisien.

E-government merupakan bentuk dari reformasi birokrasi yang dilakukan
oleh pemerintah agar terwujudnya peayanan public yang cepat, tepat, mudah,
trasparansi, pasti dan terjangkau. Untuk itu pemerintah daerah seharusnya bisa
ikut serta peningkatan pelayanan dengan menggunakan e-government agar
memudahkan masyarakat dalam proses pelayanan dipemerintahan.

E-government adalah penyampaian informasi pemerintah  dan
penyelenggaraan layanan secara online melalui internet atau digital lainnya yang

hal itu merupakan keharusan dan sangat penting karena e-government dibutuhkan



dalam reformasi birokrasi di Indonesia, e-government merupakan salah satu solusi
perbaikan birokrasi, untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik (good
governance). Sistem e-government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi
informasi untuk pemberian pelayanan prima daripemerintah untuk masyarakat.

Seperti halnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja adalah kantor pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan
jadi seharusnya kator dinas ini bisa menggunakan pelayanan berbasis elektronik
agar memudahkan masyarakat dalam proses penerbitan izin. Untuk menjamin
pelayanan perizinan dan nonperizinan pemerintah memberi wewenang kepada
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepualauan Meranti, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 57A Tahun 2011 Tentang Pelimpahan
Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada kepala Badan Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan Terpadu.

Perizinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung angapan
negatif yaitu terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan mahal.
Dengan adanya keluhan ini, maka diharapkan akan dapat lebih disederhanakan
melalui pelayanan satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas beban
administrasi bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapatkan
akses sumberdaya untuk pengembangan usahanya. Akan tetapi teknologi yang
sekarang semakin cangih ini membuat masyarakat semakin ingin pelayanan yang
mudah, yaitu dengan mengakses Perizinan via online. Dengan adanya perizinan

secara online ini membuat para investor dan pengurus izin lebih mudah



mengakses perizinan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan melihat peluang usaha
yang bisa dibangun di Kabupaten Kepualauan Meranti. Pelayanan perizinan
online juga untuk mengatasi munculnya berbagai keluhan dan sorotan publik atau

masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan instansi pemerintah.

Mekarnya Kepulauan Meranti, yang diikuti dengan penataan birokrasi
pelayanan public yang cepat, tepat dan transparan, menjadikan aktifitas social dan
ekonomi berjalan dengan baik. Keberanian Pemkab Kepulauan Meranti
memberikan jaminan kemanan investasi dan jaminan keuntungan, mengiring para
investor berlomba-lomba menanamkan investasinya. Sejumlah perusahaan baik
bersekala lokal, nasional maupun modal asing tumbuh di Meranti dengan baik.
Banyak peluang investasi dikabupaten kepualauan meranti, potensi yang paling
menonjol adalah sagu tapi ada yang belum dilirik para investor padahal tidak
kalah bagus juga, diantaranya perkebunan kelapa, pakan ternak, perikanan dan
wisata mangrove. Dengan adanya Pelayanan perizinan berbasis online ini bisa
diakses oleh seluruh masyarakat dan para investor asing dari manapun dan potensi
yang ada dikepulauan meranti pun bisa diketahui investor baik dalam negeri

maupun luar negeri.

Perizinan online ditujukan sebagai sistem yang dapat memperkuat mutu
layanan dengan tujuan mendekatkan izin kepada pengaju sehingga proses
perizinan lebih mudah, cepat, akurat, serta menghindari praktik calo, pungutan liar
dan negosiasi dalam pengurusan perizinan.

Tetapi realitanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti belum Mengunakan sistem



Online, padahal sebagian besar daerah di Indonesia sudah menggunakan sistem
Online, termasuk daerah-daerah di Riau. Mengunakan system online untuk
pelayanan perizinan ini membutuhkan dana berkisar Rp. 100.000.000,00 dengan
anggaran sebesar ini sangat sulit untuk melaksanakan pelayanan berbasis
elektronik, akan tetapi untuk pelayanan yang baik memang membutuhkan
pengorbanan yang lebih.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2014 Tentang
prosedur tetap/standar oprasional prosedur pelayanan perizinan terpadu satu pintu
di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa SOP pelayanan perizinan terpadu
memiliki tujuan untuk terselenggaranya produk perizinan yang sesuai dengan asas
perizinan yang trasparansi, akuntabel, partisipatif, efesiensi, efektif dan
profesional. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dari tabel dibawabh ini:

Tabel 1.1 Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu

NO JENIS IZIN WAKTU
i Tanda Daftar Usaha Pariwisata 3 Hari Kerja
Y Izin Tempat Rekreasi 3 Hari Kerja
3 Izin Usaha Salon Kecantikan 3 Hari Kerja
4 Izin Usaha Pusat Kegiatan dan Pusat | 3 Hari Kerja
Kesegaran Jasmani
5 Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran / | 3 Hari Kerja
Kedai Kopi
6 Izin Usaha Gelanggang Olahraga 3 Hari Kerja
74 Izin Membangun Menara / Tower Antena | 14 Hari Kerja
Telekomunikasi
8 Izin Warung / Toko Seluler 3 Hari Kerja
9 Izin Wartel dan Warnet Telekomunikasi 3 Hari Kerja
10 | Tanda Daftar Industri (TDI) 7 Hari Kerja
11 | lzin Usaha Industri 7 Hari Kerja
12 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 Hari Kerja
13 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 Hari Kerja
14 | lzin Pool Konsumen (APMS) 5 Hari Kerja
15 | lzin Agen Minyak Tanah (AMT) 5 Hari Kerja




16 | Tanda Daftar Gudang (TDG) 3 Hari Kerja
17 | Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) 10 Hari Kerja
18 | lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 7 Hari Kerja
19 | lzin Praktek Dokter Spesialis 7 Hari Kerja
20 | 1zin Praktek Dokter Umum / Dokter Gigi 7 Hari Kerja
21 | 1zin Praktek Tukang Gigi 3 Hari Kerja
22 | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 3 Hari Kerja
23 | lzin Usaha Pengobatan Tradisional 3 Hari Kerja
24 | 1zin Usaha Asisten Apoteker 3 Hari Kerja
25 | lzin Praktek Bersama Dokter Umum, Dokter | 7 Hari Kerja
Gigi dan Dokter Spesialis
26 | lzin Praktek Perawat 5 Hari Kerja
27 | lzin Praktek Bidan 5 Hari Kerja
28 | lzin Usaha Apotik 7 Hari Kerja
29 | lzin Usaha Toko Obat 5 Hari Kerja
30 | Izin Balai Pengobatan / Rumah Bersalin 7 Hari Kerja
31 | Izin Pendirian Optikal 7 Hari Kerja
32 | Izin Usaha Air Isi Ulang 7 Hari Kerja
33 | Izin Reklame 7 Hari Kerja
34 | Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang | 7 Hari Kerja
Burung Walet
35 | Izin Gangguan (SIG) 7 Hari Kerja
36 | Pendaftaran Penanaman Modal 3 Hari Kerja
37 | Izin Prinsip Penanaman Modal 3 Hari Kerja
38 | Izin Lokasi 14 Hari Kerja
39 | Izin Usaha Penanaman Modal 7 Hari Kerja

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti 2017.

satu pintu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti belum banyak diketahui masyarakat
masalah kejelasan waktunya. Melalui sistem online masyarakat bisa melihat SOP
penyelesaian pembuatan izin, bisa diakses via Online. Jadi masyarakat bisa
melihat kejelasan waktunya dan e-government membuat pelayanan pemerintah

lebih nyaman, akses publik yang lebih besar untuk informasi, dan akuntabilitas

Prosedur tetap/standar oprasional prosedur pelayanan perizinan terpadu

pemerintah yang lebih untuk warga pemerintah hemat biaya.




Melihat beberapa penjelasan dan fenomena yang terjadi di Kabupaten
Kepulauan meranti khususnya tentang pelayanan perizinan, membuat saya tertarik
untuk melakukan penelusuran secara mendalam. Hal inilah yang kemudian
menurut saya patut dijadikan sebagai suatu focus kajian yang saya wujudkan
dalam rencana penelitian dengan judul “Reformasi Pelayanan Publik Berbasis
Online Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Meranti”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya dalam menyiapkan Reformasi Pelayanan Publik
Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan

Mengetahui upaya dalam Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Online
Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam
pembahasan masalah mengenai Reformasi Pelayanan Publik Berbasis

Online Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dan dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak lain yang ingin mengetahui pengembangan dari penelitian

mengenai Reformasi Pelayanan.
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2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi

pemerintah dan instansi agar dapat menerapkan Reformasi Pelayanan

Publik Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

E. Sistematika Penulisan

Agar sistematika penulisan proposal penelitian ini lebih terarah dan mudah

dipahami maka digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab.

Masing-masing bab dibagi kedalam beberapa sub bab dengan rumusan sebagai

berikut:

BAB |

BAB I

BAB 111

PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
KERANGKA TEORI

Bab ini berisi uraian umum mengenai teori-teori yang digunakan
berkaitan dengan penelitian digunakan penulis sebagai acuan dan
dasar dalam masalah yang terjadi sehingga diperoleh gambaran
yang jelas, pandangan islam, penelitian terdahulu, definisi konsep,
konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menegaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, jenis dan sumber data penelitian, subjek penelitian,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang reformasi pelayanan
publik berbasis online pada dinas penanaman modal pelayanan

terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan meranti.
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas identitas responden, hasil reformasi pelayanan
publik berbasis online pada dinas penanaman modal pelayanan

terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan meranti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran,

daftar pustaka dan lampiran.



